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ABSTRACT 
This study wants to find out and explore the accounting treatment applied 
at the Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Central Java, concerning 
heritage assets. The purpose of this study is to find out how the accounting 
treatment of heritage assets in the presentation and disclosure in the financial 
statements of BPCB Central Java which is connected with the Government 
Accounting Standards Statement (PSAP) No. 7 of 2010 concerning fixed assets. 
The method used in this research is qualitative method. Data collection 
techniques in this study used observation, interviews, and documentation. Data 
analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions. 
The results of this study can be concluded that the heritage assets 
managed by BPCB in Central Java are not used as offices (operational). So in 
this case based on PSAP 07 of 2010, that the heritage assets are sufficiently 
disclosed in the CaLK by being presented in the form of a unit without value. 
However, in reality the existence of heritage assets has not been identified in the 
financial statements CaLK. The heritage assets managed by BPCB Central Java 
are disclosed in the State Property Report in the form of units without value. So, 
in this case the findings of the researcher can conclude that the practice of 
accounting treatment of heritage assets applied by the BPCB Central Java has not 
fully applied related to the accounting standards set out in PSAP No. 07 of 2010 
  
Keywords: Heritage Assets, Presentation, Disclosure  
 xiii 
  
ABSTRAK 
Penelitian ini ingin mengetahui dan mengeksplorasi perlakuan akuntansi 
yang diterapkan di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah tentang 
aset bersejarah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana 
perlakuan akutansi tentang aset bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan 
dalam laporan keuangan BPCB Jawa Tengah yang dihubungkan dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 tahun 2010 tentang aset 
tetap. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aset bersejarah 
yang dikelola BPCB Jawa Tengah tidak ada yang digunakan sebagai perkantoran 
(operasional). Sehingga dalam hal ini berdasarkan PSAP 07 tahun 2010, bahwa 
aset bersejarah tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK dengan disajikan dalam 
bentuk unit tanpa nilai. Namun, pada kenyataanya keberadaan aset bersejarah 
belum teridentifikasi dalam CaLK laporan keuangan. Aset bersejarah yang 
dikelola oleh BPCB Jawa Tengah diungkapkan dalam Laporan Barang Milik 
Negara dengan bentuk unit tanpa nilai. Sehingga, dalam hal ini temuan peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa praktik perlakuan akuntansi tentang aset bersejarah 
yang diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah belum 
sepenuhnya menerapkan terkait standar akuntansi yang sudah diatur dalam PSAP 
No. 07 tahun 2010. 
 
Kata Kunci : Aset Bersejarah, Penyajian, Pengungkapan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki nilai budaya, 
sejarah, dan identitas bagi suatu negara (Aversano and Christiaens, 2014). 
Pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus melindungi aset bersejarah agar 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya tetap terjaga secara utuh. Oleh karena itu, 
salah satu jenis aset milik pemerintah yang harus mendapatkan perlakuan khusus 
adalah aset bersejarah. 
Heritage Assets (Aset Bersejarah) terdiri dari beberapa jenis diantaranya 
adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan 
karya seni (Aversano and Ferrone, 2012). Perlu diketahui bahwa aset bersejarah 
tidak akan lepas dari tata kehidupan dan awal mula keberadaan masa kini yang 
diawali dari sejarah pada masa lampau, kemudian meninggalkan bukti sejarah 
yang sangat bernilai. 
Menurut Agustini dan Putra (2011) menyatakan bahwa perbedaan 
penggunaan pada aset bersejarah membuat perlakuan atas pencatatan nilai asetnya 
juga berbeda. Ketika aset bersejarah digunakan sebagai perkantoran, maka aset 
tersebut bisa ditaksir berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dalam neraca. 
Berbeda dengan aset bersejarah berupa objek wisata dan fosil-fosil sejarah lainnya 
yang sulit untuk ditaksir harga perolehannya, maka aset tersebut cukup 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
2 
 
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 bahwa standar 
akuntansi untuk aset bersejarah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah (PSAP) No. 7 tahun 2010 tentang aset tetap. Dalam standar tersebut 
menyatakan bahwa pemerintah atau pihak pengelola aset bersejarah tidak 
diharuskan menyajikan aset bersejarah di dalam laporan posisi keuangan (neraca), 
namun harus mengungkapkan aset bersejarah di dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Selain itu, bahwa aset bersejarah yang diungkapkan dalam 
CaLK harus disajikan dalam bentuk unit dengan tanpa nilai (PSAP 07 tahun 2010 
paragraf 65).  
Secara umum tidak semua aset bersejarah dapat dinilai. Jadi, hal-hal yang 
perlu diperhatikan lagi bahwa aset bersejarah seperti apakah yang dapat diakui 
dan dinilai serta apa manfaat yang diperoleh atas pelaporan tersebut. Basnan et al 
(2015) mengatakan jika nilai moneter dari aset bersejarah dapat diukur secara 
wajar, maka aset tersebut harus diakui dan diungkapkan dalam laporan posisi 
keuangan. Pernyataan tersebut didukung oleh sejumlah dewan standar akuntansi 
internasional (misalnya IPSASB, Australia AASB, Selandia Baru FRSB, UK 
ASB) bahwa dengan menyajikan aset bersejarah di dalam neraca akan 
meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan (Utami, 2019). 
Berbeda dengan Nasi, Hansen, dan Hefzi (2001), bahwa aset bersejarah 
tidak bisa disajikan dalam neraca karena aset bersejarah sulit dalam menentukan 
ukuran untuk penilaiannya. Maka, tidak perlu menyajikan informasi tentang 
penyusutan aset bersejarah karena nilainya tidak berkurang seiring waktu tetapi 
meningkat setiap tahun (Aversano dan Ferrone, 2012). 
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Adapun penelitian terdahulu terkait praktik penyajian dan pengungkapan 
aset bersejarah dalam laporan keuangan oleh Wulandari dan Utama (2016), dalam 
penelitiannya yang berjudul “Perlakuan akuntansi untuk Aset Bersejarah: 
Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam Laporan keuangan: Studi 
Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk”. Mereka menemukan 
bahwa pihak pengelola tidak menyajikan dan mengungkapkan aset bersejarah ke 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sehingga menunjukkan perlakuan 
akuntansi yang diterapkan belum sesuai dengan pernyataan pemerintah yang 
diatur dalam PSAP 07 tahun 2010. 
Safitri dan Indriani (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik 
Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Studi Fenomenologi pada Museum Aceh”. 
Mereka menemukan bahwa dalam CaLK pihak pengelola aset bersejarah tidak 
mencantumkan laporan atau catatan tentang aset bersejarah. Sehingga dalam hal 
ini belum sesuai dengan standar akuntansi PSAP 07 tahun 2010. 
Menurut Darmawan, Yadnyana, dan Sudana (2017), dalam penelitiannya 
yang berjudul “Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah: Studi Interpretatif 
pada Museum Semarajaya Klungkung”. Mereka menemukan dalam praktik 
akuntansi untuk aset bersejarah belum sesuai dengan standar akuntansi PSAP 07 
tahun 2010. Keberadaan aset bersejarah museum yang tidak bisa teridentifikasi 
nilainya belum diungkapkan dalam CaLK. 
Berbeda dengan Utami (2019) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari. 
Utami menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai 
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dengan PSAP 07 tahun 2010, karena aset Candi Sambisari tidak disajikan dalam 
neraca melainkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Semua penelitian yang dipaparkan sebelumnya merupakan upaya untuk 
menemukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah. Nilai budaya, 
seni, dan sejarah yang melekat pada aset bersejarah harus dijaga dan dilestarikan. 
Oleh sebab itu, diperlukan peranan akuntansi untuk mengetahui kebutuhan 
ekonomis dari aset bersejarah tersebut. Penelitian ini dianggap penting karena 
dapat memberikan kejelasan tentang standar akuntansi yang seharusnya 
diterapkan oleh pengelola aset bersejarah. 
Permasalahan umum yang berkaitan dengan aset bersejarah meliputi 
inventarisasi yang masih belum baik, pemanfaatannya yang kurang memberikan 
hasil yang maksimal dan praktik akuntansi untuk aset bersejarah itu sendiri 
(Sholihah dan Achadiyah (2017). Sehingga, perlakuan untuk aset bersejarah akan 
cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga 
sifat dari aset tersebut.  
Mengingat Provinsi Jawa Tengah terdapat berbagai bangunan bersejarah 
yang merupakan peninggalan masa lampau. Maka dalam hal ini pemerintah 
membentuk  Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang bertugas 
untuk menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah yang dimiliki pemerintah. 
BPCB Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). BPCB Jawa Tengah dalam hal 
ini wilayah kerjanya meliputi Pronvinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 
Kabupaten atau Kota. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 selaku salah satu pihak 
pengelola dari BPCB Jawa Tengah, bahwa untuk pertanggungjawaban atas 
pengelolaan dana APBN maka laporan yang disusun terdiri atas dua bagian. 
Pertama, laporan keuangan yang bersifat komprehensif (umum) berupa Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kedua, laporan Barang Milik Negara berupa 
laporan yang bersifat khusus terkait barang atau aset yang dimiliki atau dilindungi 
oleh Pemerintah atau Negara khususnya di BPCB Jawa Tengah. 
Selain itu, BPCB Jawa Tengah selaku pengelola aset bersejarah mengakui 
bahwa belum melakukan penilaian terkait aset bersejarah berupa candi. Dalam hal 
ini Informan 1, selaku bagian keuangan BPCB Jawa Tengah menyampaikan: 
Dulu itu dipencatatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN) dikatakan 0 (nol). Dalam artian tidak 
ternilai karena tidak bisa dinominalkan dan begitu berharganya aset 
tersebut. Kemudian muncul masalah baru kalau itu 0 (nol) kenapa tidak 
bernilai. Pada akhirnya, waktu itu telah disepaakati bersama bahwa aset 
tersebut memiliki nilai 1 (satu) sehingga menandakan ada nilainya akan 
tetapi bukan berarti harganya Rp. 1. Karena begini misalnya candi itu 
dihargai katakanlah Rp. 100.000.000 bisa jadi rebutan orang banyak untuk 
diperdagangkan. Karena nilai sejarahnya yang sangat tinggi sehingga tidak 
bisa dinominalkan. 
 
Berdasarkan uraian di atas maka, penelitian ini difokuskan pada perlakuan 
akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah terkait penyajian dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan yang dihubungkan dengan PSAP 07 tahun 
2010. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan 
mengeksplorasi terkait praktik perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BPCB 
Jawa Tengah terhadap aset bersejarah. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul 
6 
   
 
penelitian “Perlakuan dan Eksplorasi Akutansi Pada Aset Bersejarah Dalam 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah)”.   
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan, maka 
identifikasi masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah belum melakukan penilaian 
terhadap aset bersejarah yang dikelolanya. 
2. Masih ada beberapa penelitian terkait perlakuan akuntansi pada aset bersejarah 
yang belum menerapkan sesuai PSAP 07 tahun 2010 secara keseluruhan. 
 
1.3. Batasan Penelitian 
Batasan penelitian ini hanya pada perlakuan dan eksplorasi akuntansi 
mengenai aset bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, 
selanjutnya dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada 
lampiran PSAP 07 aset tetap. Dalam penelitian ini juga membatasi hanya dipilih 
satu objek penelitian, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Jawa 
Tengah. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan periode 
2018. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Apa makna aset bersejarah menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa 
Tengah? 
2. Bagaimana perlakuan akuntansi (penyajian dan pengungkapan) yang 
diterapkan oleh BPCB Jawa Tengah pada aset bersejarah dalam laporan 
keuangan? 
 
1.5. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Mengetahui makna aset bersejarah menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Jawa Tengah. 
2. Mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BPCB Jawa Tengah 
pada aset bersejarah dalam laporan keuangan 
  
1.6. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan pandangan terkait definisi aset bersejarah khususnya bagi 
peneliti selanjutnya. 
2. Memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu teori akuntansi khususnya 
mengenai aset besejarah 
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan oleh pihak pengelola 
aset bersejarah. 
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1.7. Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.1. 
Penelitian yang Relevan 
 
No Nama dan 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Utami 
(2019) 
Perlakuan 
Akuntansi Untuk 
Aset Bersejarah 
Studi Kasus 
Pada Candi 
Sambisari 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
studi kasus 
Perlakuan akuntansi atas 
aset bersejarah Candi 
Sambisari sesuai dengan 
standar akuntansi PSAP 
No 07 tahun 2010.  
2 Ridha dan 
Basri 
(2018) 
Analisis 
Pengakuan, 
Penilaian, 
Penyajian Dan 
Pengungkapan 
Aset Bersejarah 
Pada Laporan 
Keuangan 
Entitas 
Pemerintah 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
studi kasus 
Praktik akuntansi yang 
dilakukan belum 
sepenuhnya diterapkan 
seperti yang ada PSAP 
No.7 Tahun 2010, baik 
untuk pengakuan, 
penilaian, penyajian 
maupun  
pengungkapannya 
3 Safitri dan 
Indriani 
(2017) 
Praktik 
Akuntansi Untuk 
Aset Bersejarah 
Studi 
Fenomenologi 
Pada Museum 
Aceh 
Kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
studi 
fenomonologi 
Praktik akuntansi aset 
bersejarah yang 
diterapkan untuk 
Museum Aceh belum 
sepenuhnya sesuai 
diterapkan untuk 
Museum Aceh belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan yang ada pada 
standar PSAP No.7 
Tahun 2010. 
4 Darmawan, 
Yadnyana, 
dan 
Sudana 
(2017) 
Menguak 
Perlakuan 
Akuntansi Aset 
Bersejarah 
(Studi Interpretif 
Pada Museum 
Semarajaya 
Klungkung) 
Kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
studi 
interpretif 
Praktik akuntansi dalam 
pengungkapan aset 
bersejarah belum sejalan 
dengan standar akuntansi 
pemerintahan. 
Keberadaan aset 
bersejarah museum yang 
tidak bisa teridentifikasi 
nilainya belum 
diungkapkan dalam 
CaLK. 
Tabel berlanjut… 
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No Nama dan 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
5 Sholikah 
dan 
Achadiyah 
(2017) 
Perlakuan 
Akuntansi Untuk 
Aset Bersejarah 
Candi Rimbi 
Jombang 
Kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
studi kasus 
BPCB Jawa Timur 
belum menerapkan 
perlakuan akuntansi 
secara tepat untuk aset 
bersejarah. Seharusnya 
BPCB mengakui aset 
bersejarah sebesar harga 
perolehan dan 
menggunakan metode 
biaya pada saat 
pengukuran. 
6 Wulandari 
dan 
Utama 
(2016) 
Perlakuan 
Akuntansi Untuk 
Aset Bersejarah: 
Pengakuan, 
Penilaian Dan 
Pengungkapannya 
Dalam Laporan 
Keuangan Studi 
Kasus Pada 
Museum Anjuk 
Ladang 
Kabupaten 
Nganjuk 
Kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
studi kasus 
Praktik akuntansi aset 
bersejarah yang 
diterapkan masih belum 
memenuhi standar yang 
dibuat oleh pemerintah, 
karena tidak dilakukan 
penilaian dan penyajian 
aset bersejarah di catatan 
atas laporan keuangan 
7 Masitta 
dan 
Chariri 
(2015) 
Problematika 
Akuntansi 
Heritage Assets: 
Pengakuan, 
Penilaian Dan 
Pengungkapannya 
Dalam Laporan 
Keuangan (Studi 
Kasus Pada 
Pengelolaan 
Museum Jawa 
Tengah 
Ronggowarsito) 
Kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
studi kasus 
Praktik akuntansi yang 
diterapkan pada aset 
bersejarah yang 
diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah dengan tanpa 
nilai sesuai dengan 
Peraturan Daerah dan 
PSAP No. 7 Tahun 2010 
tentang Aset Tetap. 
Tabel berlanjut… 
Lanjutan Tabel 1.1. 
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1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini ingin mengeksplorasi terkait praktik perlakuan akuntansi 
yang diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah pada 
aset bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
untuk mengungkapkan dan mengangkat terkait masalah yang tercantum dalam 
penelitian.  
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh di BPCB Jawa Tengah 
baik itu melalui wawancara, dokumentasi, observasi yang selanjutnya dianalisis 
oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa penjelasan 
yang tertuang dalam kalimat. 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
 
No Nama dan 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
8 Anggraini 
dan 
Chariri 
(2014) 
Perlakuan 
Akuntansi Untuk 
Aset Bersejarah 
(Studi 
Fenomenologi 
Pada Pengelolaan 
Candi Borobudur) 
 Kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
studi 
fenomonologi 
Praktik akuntansi yang 
diterapkan sudah sesuai 
dengan standar akuntansi 
yang berlaku, selain itu 
aset bersejarah 
diungkapkan dalam 
CaLK saja dan tanpa nilai 
hanya berupa jumlah 
unitnya. 
Lanjutan Tabel 1.1. 
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1.10. Sistematika Penulisan 
Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai 
berikut : 
BAB I : Pendahuluan,  
Berisi latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah 
penelitian yang diikuti dengan pertanyaan penelitian mendasar, tujuan, 
manfaat penelitian dan penelitian yang relevan serta sistematika penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka,  
Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-
penelitian sejenis yang terlebih dahulu dilakukan, serta kerangka 
pemikiran penelitian ini. 
BAB III : Metode Penelitian,  
Menjelaskan desain penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, objek penelitian dan analisis data, serta 
menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. 
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan,  
Berisi penjelasan umum penelitian berupa perolehan data, penejelasan 
khusus mengenai penelitian yang dilakukan di BPCB Jawa Tengah, 
menganalisis bagaimana penyajian serta pengungkapan aset bersejarah 
dalam laporan keuangan. 
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BAB V : Penutup,  
Berisi kesimpulan serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi 
keterbatasan penelitian tersebut maka disertakan saran bagi penelitian 
selanjutnya. 
 
  
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Penyajian dan Pengungkapan  
Menurut Suwardjono (2014) menyatakan bahwa penyajian merupakan 
penetapan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat 
statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Sedangkan, 
pengungkapan merupakan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif 
yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat 
dinyatakan melalui statemen keuangan utama.  
Oleh karena itu, statemen dalam laporan keuangan diharuskan 
menggunakan tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan rerangka pedoman 
PABU. Dengan demikian komunikasi yang efektif akan terjadi dan tujuan 
pelaporan keuangan akan tercapai. 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada lampiran PSAP 01 tentang 
penyajian laporan keuangan dalam paragraf 01 menjelaskan bahwa standar ini 
mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar 
periode, maupun antar entitas. Maka untuk mencapai tujuan tersebut standar ini 
menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, 
pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan 
keuangan. 
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Berdasarkan PSAP 01 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan 
dalam paragraf 14 menjelaskan bahwa komponen-komponen yang harus 
dilaporkan dalam laporan keuangan meliputi, sebagai berikut : 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih 
3. Neraca 
4. Laporan Operasional 
5. Laporan Arus Kas 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
7. Catatan atas Laporan Keuangan 
Perlu dipahami bahwa PSAP 01 tahun 2010 tentang penyajian laporan 
keuangan dalam paragraf 86 menjelaskan suatu entitas pelaporan 
mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara 
yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos 
disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya. 
 
2.2. Aset Bersejarah 
Praktik perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah cenderung bervariasi, 
akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk  melestarikannya. Aset 
bersejarah merupakan aset yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan identitas bagi 
suatu negara (Aversano dan Johan, 2014). Sehingga, aset bersejarah tergolong 
jenis aset yang unik dengan sifat dan karakteristiknya yang berbeda dengan aset 
pada umumnya. 
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Dewan standar akuntansi internasional juga berkontribusi dalam 
mendefinisikan tentang makna aset bersejarah. Sesuai dengan Financial Reporting 
Standards (FRS) No. 30 bahwa aset bersejarah merupakan aset berwujud yang 
memiliki nilai penting bagi sejarah, artistic, ilmiah, teknologi, dan geofisika yang 
harus dilestarikan agar dapat bermanfaat terhadap pengetahuan dan budaya. 
Sehingga dalam hal ini aset bersejarah harus dilindungi dan dijaga untuk 
kepentingan generasi sekarang maupun mendatang. 
Sedangkan di Indonesia terkait aset bersejarah diatur dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tahun 2010 tentang aset tetap. 
PSAP No. 07 tahun 2010 dalam paragraf 66 menjelaskan bahwa beberapa aset 
tetap dapat dianggap sebagai aset bersejarah jika memiliki aspek budaya, 
lingkungan, dan sejarah. Maka dalam hal ini yang termasuk dalam aset bersejarah 
seperti bangunan bersejarah, monumen bersejarah, tempat-tempat purbakala 
(candi) dan lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa aset bersejarah 
adalah aset berwujud yang harus dilindungi oleh pemerintah atau negara karena di 
dalamnya terkandung nilai budaya, pengetahuan, sejarah, dan karakteristik unik 
yang lainnya. Sehingga, dalam hal ini aset bersejarah patut untuk dilindungi dan 
pertahankan kelestariannya serta keberadaannya. 
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2.3. Karakteristik Aset Bersejarah  
Dalam hal ini PSAP No. 07 tahun 2010 dalam paragraf 66 menjelaskan 
beberapa hal yang dapat dianggap sebagai aset bersejarah jika memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
1. Nilai kultural, lingkungan, pengetahuan, dan sejarahnya yang tidak bisa diukur 
dengan nilai moneter yang berdasarkan harga pasar. 
2. Ada larangan untuk diperdagangkan dengan berdasarkan peraturan dan hukum 
yang berlaku. 
3. Tidak bisa diganti karena nilainya akan terus meningkat setiap waktu 
meskipun kondisinya semakin memburuk 
4. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. 
Generally Recognized Practice (GRAP) No. 103 dalam paragraf 6 
menjelaskan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh aset bersejarah sebagai 
berikut : 
1. Nilai aset bersejarah dalam hal budaya, lingkungan, pengetahuan, dan sejarah 
tidak mungkin dapat tercermin dalam nilai moneter 
2. Kewajiban etis dan hukum dapat memberlakukan larangan tentang penjualan 
aset bersejarah 
3. Aset bersejarah tidak bisa digantikan 
4. Nilainya dapat meningkat dari waktu ke waktu bahkan jika kondisi fisiknya 
menurun. 
5. Memiliki kehidupan yang tidak terbatas 
6. Aset bersejarah dilindungi, dijaga, dirawat, dan dilestarikan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah 
memiliki karakteristik yang unik sehingga tidak semua aset tetap termasuk dalam 
aset bersejarah. Maka aset bersejarah, tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sama 
dengan aset tetap lainnya.  
 
2.4. Jenis Aset Bersejarah  
Agustini dan Putra (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
meskipun suatu item dalam aset bersejarah telah memenuhi kriteria dalam 
pengakuan aset tetap namun ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 
dalam pengakuan aset tersebut. Maka untuk mempermudah dalam hal penyajian 
dan pengungkapan aset bersejarah terdiri dari dua jenis, yaitu : 
1. Aset Bersejarah yang Digunakan untuk Kegiatan Operasional 
Aset bersejarah dalam jenis ini selain digunakan sebagai bukti dalam 
peninggalan bersejarah, juga berfungsi sebagai kantor dalam kegiatan operasional 
pemerintah atau pihak yang menaunginya. Maka aset bersejarah tersebut perlu 
dikapitalisasi dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. 
Dalam hal ini sesuai dengan PSAP N0. 07 paragraf 70 bahwa aset bersejarah yang 
memberikan potensi manfaat lainnya (kantor) kepada pemerintah selain nilai 
sejarahnya maka aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti 
aset tetap lainnya. 
2. Aset bersejarah yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional  
Aset bersejarah jenis ini mutlak digunakan sebagai bukti peninggalan 
bersejarah karena terkandung nilai keindahan dan sejarahnya yang tidak dapat 
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dinominalkan. Maka untuk mempermudah dalam hal pengakuan jenis aset ini 
dibedakan menjadi 3 yaitu : 
a. Tanah dan bangunan bersejarah 
b. Karya seni 
c. Situs-situs purbakala 
Maka, jenis aset ini tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, namun 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini sesuai 
dengan GRAP No. 103 paragraf 17 jika suatu entitas memiliki aset yang dapat 
dianggap sebagai aset bersejarah tetapi pada pengakuan aset tidak memenuhi 
criteria pengakuan aset tetap karena tidak dapat diukur dengan andal, maka 
informasi yang relevan dan berguna tentang hal itu harus diungkapkan dalam 
CaLK. 
 
2.5. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah 
Dalam hal pengungkapan aset tetap sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 
paragraf 80 menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk 
masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut : 
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : 
a. Penambahan 
b. Pelepasan 
c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada 
d. Mutasi aset tetap lainnya 
3. Informasi penyusutan, meliputi : 
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a. Nilai penyusutan 
b. Metode penyusutan yang digunakan 
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan  
d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 
periode. 
 
Sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 dalam paragraf 65 bahwa entitas yang 
mengelola aset bersejarah tidak diharuskan menyajikan aset tersebut di dalam 
neraca namun, harus mengungkapkannya di dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Maka dalam hal ini aset bersejarah yang diungkapkan dalam 
CaLK disajikan dalam bentuk unit dengan tanpa nilai.  
Akan tetapi jika aset bersejarah yang digunakan selain sebagai bukti 
peninggalan bersejarah juga dimanfaatkan oleh pemerintah atau pihak pengelola 
sebagai ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang 
sama seperti aset tetap lainnya. Sehingga aset bersejarah yang dimanfaatkan oleh 
pemerintah tersebut harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. 
Menurut FRS 30 dalam paragraf 11 menjelaskan jika aset bersejarah 
dilaporkan dalam neraca maka, hal-hal berikut harus diungkapkan : 
1. Jumlah tercatat aset bersejarah pada awal periode laporan keuangan dan pada 
tanggal neraca, termasuk analisis kelompok aset bersejarah yang dilaporkan 
berdasarkan biaya maupun penilaian kembali. 
2. Ketika aset bersejarah dilaporkan dengan metode penilaian kembali, maka 
entitas cukup melaporkan informasi yang dapat membantu dalam pemahaman 
tentang penilaian yang dilaporkan dan signifikansinya.  
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Jadi, dalam hal ini terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk 
menyajikan atau mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan sebagai 
berikut : 
1. Aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK adalah aset bersejarah yang 
memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya, 
dan sejarahnya. Dalam CaLK tersebut hanya ditulis sejumlah unit aset dan 
keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut.  
2. Aset bersejarah yang disajikan dalam neraca adalah aset bersejarah yang 
memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarah dan 
budaya. Dalam neraca tersebut aset bersejarah dinilai layaknya aset tetap 
lainnya. 
Penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di berbagai negara cenderung 
bervariasi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.1. sebagai berikut : 
Tabel 2.1. 
Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah di Berbagai Negara 
 
Diakui dalam 
neraca 
Tidak diakai di 
neraca, tetapi ada 
pengungkapan 
Tidak 
dilaporkan sama 
sekali 
Informasi tidak 
tersedia 
Australia, 
Kanada, 
Republik Ceko, 
Finlandia, 
Prancis, 
Selandia Baru, 
Polandia, 
Slovenia, 
Spanyol, 
Swedia, Inggris 
Israel, Korea, 
Amerika Serikat 
Belgia, Chili, 
Denmark, 
Yunani, 
Hongaria, 
Islandia, 
Meksiko, 
Portugal, Swiss, 
Turki 
Estonia, 
Jepang, 
Republik 
Slovakia 
Sumber : Biondi, Grandis, Mattei, 2018 
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2.6. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pembahasan 
mengenai aset bersejarah pada penelitian ini dapat digambarkan dengan model 
penalaran pada gambar 2.1. Proses dalam penelitian ini untuk menentukan 
akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah diawali dengan mengindetifikasikasi 
definisi dari aset tersebut. Kemudian memahami karakteristik yang ada pada aset 
bersejarah. setelah mengetahui definisi dan karakteristiknya, maka 
mengeksplorasi terkait implementasi dari perlakuan akuntansi yang telah 
diterapkan. Tahap akhir akan dapat diperoleh bagaimana seharusnya aset tersebut 
disajikan dalam laporan keuangan. 
Serangkaian proses di atas diharapkan dapat menghasilkan informasi yang 
berguna bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut merupakan bentuk 
tanggung jawab entitas pengelola aset bersejarah untuk mewujudkan laporan 
keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, dibuatlah kerangka berpikir sebagai 
berikut : 
Gambar 2.1. 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
  
Aset Bersejarah 
Karakteristik dan Jenis Implementasi 
Perlakuan Akuntansi 
Penyajian dan Pengungkapan 
Bersejarah 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Desain Penelitian 
3.1.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis dengan terjun langsung 
ke objek penelitian. Adapun objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Dalam hal ini peneliti ingin 
mendeskripsikan terkait praktik perlakuan akuntansi pada aset bersejarah yang 
dikelola oleh Balai Cagar Budaya Jawa Tengah. 
Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi 
kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan 
eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, 
terhadap satu atau lebih orang (Creswell, 2012 dalam Sugiyono, 2018; 6). 
 
3.2. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 
yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini 
didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini yang 
menjadi subjek informan yaitu bagian aset dan bagian keuangan Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Jawa Tengah.  
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Selain itu, untuk mendukung dalam relevansi dan keakuratan data 
maka diperlukan laporan tahunan dari keuangan dan aset BPCB Jawa Tengah 
pada periode 2018 yang akan digunakan sebagai analisis dokumen. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
sumbernya (melalui media perantara). Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh melalui studi pustaka yang mengkaji tentang aset bersejarah dan standar 
akuntansi yang mengatur tentang aset bersejarah. 
 
3.3. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2019 dan wilayah penelitian yang 
menjadi objek penelitian adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah 
yang berkantor di Jl. Manisrenggo, Km. 1 Prambanan, Kabupaten Klaten, 
Provinsi Jawa Tengah. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan waancara, 
observasi, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut : 
1. Observasi 
Menurut Sugiyono (2018; 106-109) bahwa dalam observasi terbagi 
menjadi 3 macam yaitu : 
a. Observasi Partisipatif  
Jenis observasi ini mengharuskan peneliti terlibat dengan kegiatan 
sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 
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data penelitian. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh 
akan lebih lengkap. Tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari 
setiap perilaku yang nampak. 
b. Observasi Terus Terang atau Tersamar 
Jenis observasi ini mengharuskan peneliti ketika dalam melakukan 
pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data penelitian, 
bahawa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka, yang diteliti mengetahui 
sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat 
peneliti juga tidak terus terang dalam observasi, hal ini untuk menghindari 
kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Maka 
jika dilakukan secara terus terang kemungkinan peneliti tidak diijinkan untuk 
melakukan observasi. 
c. Observasi Tak Terstruktur 
Observasi jenis ini merupakan observasi yang tidak dipersiapkan 
secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 
peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam 
melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 
baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 
Dengan berbagai uraian tentang metode dalam observasi kepada sumber 
data penelitian.Maka dalam teknis pengumpulan data observasi, peneliti 
menggunakan observasi terus terang karena peneliti sudah berterus terang bahwa 
sedang melakukan penelitian kepada sumber data penelitian. Sehingga sumber 
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data akan mengetahui sejak awal sampai akhir tentang segala aktivitas penelitian 
yang dilakukan. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2018; 114). Maka untuk 
mempermudah dalam pengumpulan data wawancara dibagi menjadi tiga yaitu  
a. Wawancara Terstruktur 
Dalam hal ini peneliti telah mengetahui dengan pasti mengenai 
informasi yang diperoleh nantinya. Sehingga peneliti telah menyiapkan 
instrumen penelitian seperti pertanyaan yang akan diajukan berserta alternatif 
jawabannya. 
b. Wawancara Semiterstruktur 
Dalam hal ini wawancara bersifat bebas dan memiliki tujuan untuk 
memecahkan suatu masalah. Sehingga peneliti meminta kepada narasumber 
untuk mengemukakan pendapat dan ide atas instrumen yang diberikan. Dalam 
melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 
segala apa yang dikemukakan oleh informan. 
c. Wawancara Tak Berstruktur 
Dalam hal ini pelaksanaan wawancara bersifat lebih bebas yang mana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara 
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 
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yang digunakan dalam hal ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan 
yang akan ditanyakan. 
Dengan berbagai uraian mengenai teknis pengumpulan data dalam 
wawancara, maka peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan 
semiterstruktur. Karena peneliti dalam melakukan wawancara dengan membuat 
pedoman daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan sedikit menambahkan beberapa 
pertanyaan sesuai situasi dan informasi yang bersangkutan. 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam teknik 
pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara. Untuk mendukung hasil wawancara dan 
observasi yang dilakukan, maka dibutuhkan dokumentasi yang diperlukan dalam 
penelitian ini, berupa : 
a. Laporan keuangan tahunan 2018 
b. Catatan atas laporan keuangan yang melibatkan aset bersejarah 
c. Bukti transaksi perawatan aset bersejarah 
d. Bukti transaksi-transaksi yang melibatkan aset bersejarah. 
 
3.5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
atas data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, 
dokumentasi dan bahan lain-lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2018; 130). Maka 
teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti mengikuti konsep yang diberikan 
oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018; 132-143) 
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Mereka berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interakftif dan secara terus menerus pada setiap tahapan 
penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 
analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan (penarikan/verifikasi).  
Berikut dalam gambar 3.1. merupakan teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini : 
Gambar 3.1. 
Teknik Analisis Data Kualitatif 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018; 134) 
Berikut penjelasan mengenai tehapan teknik analisis data dalam penelitian 
ini : 
1. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dengan observasi, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam hal wawancara yang menjadi 
subjek informan yaitu bagian keuangan dan aset BPCB Jawa tengah. 
 
 
Pengumpulan Data Penyajian Data 
Reduksi Data 
Kesimpulan : 
Penarikan atau Verifikasi 
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2. Reduksi Data 
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal 
yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 
mencarinya bila diperlukan. 
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 
dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam tahap 
ini peneliti menggolongkan dan memfokuskan data yang telah diperoleh kedalam 
perlakuan aset bersejarah dari segi penyajian dan pengungkapannya dalam laporan 
keuangan. 
3. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, 
bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
naratif (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2018: 137). Selain berupa teks 
yang naratif juga berupa grafik, matrik, network  (jejaring kerja), dan chart.  
Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 
yang telah difahami tersebut. Dalam hal ini peneliti berusaha menyajikan data 
secara relevan, sehingga membentuk suatu informasi yang memungkinkan untuk 
menarik kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. 
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4. Kesimpulan 
Setelah data disajikan maka langkah selanjutnya adalah membuat 
kesimpulan. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah 
dirumuskan sejak awal.  Kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian ini 
mengenai apa makna aset bersejarah menurut BPCB Jawa Tengah dan bagaimana 
perlakuan akuntansi (penyajian, dan pengungkapan) yang diterapkan oleh BPCB 
Jawa Tengah untuk aset bersejarah. 
 
3.6. Uji Validitas Data 
3.6.1. Triangulasi 
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, 
dengan berbagai cara, dan waktu (Sugiyono, 2018; 189). Maka, dalam triangulasi 
sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu : 
1. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, 
untuk menguji suatu objek, peneliti membutuhkan narasumber dengan sudut 
pandang yang berbeda, setelah data diperoleh dan terkumpul data tidak dapat 
dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, 
dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang 
paling spesifik dari sumber data tersebut. 
2. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sebagai 
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contoh, data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 
yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 
data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 
dianggap benar. Mungkin juga semua benar, karena sudut pandangnya berbeda-
beda. 
3. Triangulasi Waktu 
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 
segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 
lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 
dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil pengujian mendapati hasil yang 
berbeda pula, maka perlu dilakukan hingga mendapatkan kepastian datanya. 
 
Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, 
yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Maka peneliti mengecek data yang diperoleh baik berupa wawancara maupun 
observasi dihubungkan dengan catatan atau laporan tahunan bagian keuangan dan 
aset BPCB Jawa Tengah. Dalam hal ini informasi yang perlu dikonfirmasi yaitu 
terkait keabsahan data mengenai penyajian, dan pengungkapan aset bersejarah di 
dalam laporan keuangan tahunan periode 2018 BPCB Jawa Tengah.  
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN  
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Perolehan Data 
Rabu 30 Januari 2019, Peneliti datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Jawa Tengah dengan membawa surat permohonan ijin penelitian dari 
pihak kampus sebagai pengantar untuk permohonan ijin dalam melakukan 
penelitian di kantor tersebut. Namun, dari pihak kantor mengajukan permintaan 
selain membawa surat permohonan ijin penelitian dari kampus juga membuat 
permohonan ijin peminjaman tempat dengan format yang sudah dibuatkan dari 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.  
Dalam penelitian ini untuk memperoleh sumber data melalui data primer 
dan sekunder berupa data dari hasil wawancara, observasi dan laporan keuangan 
tahunan periode 2018. Proses pengambilan data wawancara dilakukan di kantor 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. 
Terkait prosedur untuk mendapatkan ijin penelitian bahwa surat ijin 
tersebut diserahkan ke pos satpam untuk menjelaskan keperluan dan tujuan datang 
ke kantor tersebut. Kemudian, peneliti diantar oleh salah satu petugas dari pos 
satpam untuk diantarkan ke ruang bagian umum yang salah satu tugasnya adalah 
mencatat surat masuk dan keluar di BPCB Jawa Tengah. Selanjutnya, peneliti 
diantar ke ruang bagian perijinan bertemu dengan Mas X untuk menjelaskan 
konsep penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, peneliti diarahkan dan diantar 
ke ruang bagian keuangan bertemu dengan Informan 1 dan ke ruang bagian 
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perlengkapan bertemu dengan Informan 2 untuk melakukan wawancara kepada 
kedua informan tersebut. 
Proses pengambilan data wawancara dilakukan sebanyak 6 kali, dimulai 
dari tanggal 30 Januari 2019, 5 Maret 2019, 8 Maret 2019, 7 Mei 2019, 16 Mei 
2019, dan 22 Mei 2019. Informan untuk wawancara ada dua yaitu, Informan 1, 
selaku staf bagian keuangan BPCB Jawa Tengah dan Informan 2, selaku staf 
bagian perlengkapan BPCB Jawa Tengah. 
Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan kesimpulan. Pengumpulan data, menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Reduksi data, berupa penggolongan dan 
memfokuskan data terkait perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dalam 
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Penyajian data, proses penyajian 
data secara relevan sehingga menghasilkan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, penarikan kesimpulan yang akan dibuat 
mengenai apa makna aset bersejarah menurut BPCB Jawa Tengah dan bagaimana 
perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan 
laporan keuangan. 
 
4.2. Gambaran Khusus Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian mengenai perlakuan dan eksplorasi 
akuntansi pada aset bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan laporan 
keuangan. Aset bersejarah merupakan variabel dalam penelitian yang dilakukan. 
Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Balai Pelestarian Cagar 
Budaya (BPCB) Jawa Tengah. Sebagai dasar untuk penyesuaian dalam perlakuan 
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akuntansi pada aset bersejarah, maka digunakan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah No. 07 tahun 2010 tentang aset tetap.  
Dalam tahap pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan atas tahap pengumpulan data 
penelitian : 
1. Wawancara, dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur 
dan semiterstruktur. Peneliti menggunakan dua metode tersebut karena, untuk 
memperoleh informasi secara optimal dengan membuat pedoman daftar 
pertanyaan terlebih dahulu dan sedikit menambahkan beberapa pertanyaan 
sesuai dengan situasi dan informasi yang bersangkutan. Terkait pihak yang 
menjadi informan dalam penelitian yaitu staf bagian aset dan staf bagian 
keuangan BPCB Jawa Tengah 
2. Observasi, dilakukan dengan menggunakan metode observasi terus terang. 
Peneliti menggunakan metode tersebut agar pihak yang diteliti mengetahui 
sejak awal sampai akhir tentang segala aktivitas penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti. 
3. Dokumentasi, dalam tahap ini merupakan proses sinergi atas data wawancara 
dan observasi. Pengumpulan data dalam tahap dokumentasi berbentuk 
dokumen (catatan). Maka, data dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
berupa Laporan Keuangan Tahunan BPCB Jawa Tengah periode 2018, 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, dan penelitian terdahulu yang 
mengkaji tentang perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dalam laporan 
keuangan.  
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Proses triangulasi dilakukan untuk menguji keabsahan data yang sudah 
diperoleh selama proses penelitian. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan 
metode triangulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan 
teknik yang berbeda.  
Triangulasi teknik dalam wawancara mengenai pemahaman atas hasil 
wawancara dengan informan dihubungkan dengan PSAP 07 tahun 2010 tentang 
aset tetap. Wawancara dengan informan 1 (staf keuangan BPCB Jawa Tengah) 
secara spesifik mengenai bagaimana perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dari 
segi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang dihubungkan 
dengan PSAP 07 tahun 2010. Wawancara dengan informan 2 (staf aset BPCB 
Jawa Tengah) secara spesifik mengenai aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB 
Jawa dari segi jenis aset bersejarah yang dikelola, aktivitas transaksi yang 
mengenai aset bersejarah, kuantitas aset bersejarah yang dikelola, pelaporan aset 
bersejarah di dalam laporan Barang Milik Negara aset yang kemudian 
dihubungkan dengan PSAP 07 tahun 2010. 
Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan baik dari segi 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti memperoleh hasil 
informasi sebagai berikut : 
1. Pemahaman mengenai definisi aset bersejarah menurut BPCB Jawa Tengah, 
yang dalam hal ini diwakilkan oleh informan 1 dan informan 2. 
2. BPCB Jawa Tengah dalam melaporkan pertanggungjawabannya membuat dua 
macam pelaporan yaitu, laporan keuangan dan laporan barang milik negara 
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3. Aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB Jawa Tengah tidak ada yang 
digunakan sebagai perkantoran, dalam artian murni hanya digunakan sebagai 
bukti peninggalan bersejarah. 
4. BPCB Jawa mengklasifikasikan aset bersejarah yang dikelolanya terdiri atas 4 
macam bagian, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan 
aset tetap lainnya. Tanah, berupa tanah untuk Candi. Peralatan dan Mesin, 
berupa Gucci, Mangkok/ Kom Betadin (Stainless, Keramik China), Mangkok 
Porselin. Gedung dan Bangunan, berupa Bangunan Gedung Tempat 
Beribadah Permanen, Candi, Tugu Peringatan Lainnya, Makam Bersejarah. 
Aset Tetap Lainnya, berupa Pahatan Batu, Pahatan Logam, Pahatan Lainnya, 
Fosil. 
 
Dalam tahap analisis data dalam hal ini meliputi membuat pedoman daftar 
pernyataan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data itu sendiri. 
Maka, untuk mengetahui sejauhmana yang diberikan oleh informan, peneliti 
menggunakan beberapa tahap sebagai berikut : 
1. Memilih informan untuk menjadi narasumber dalam wawancara 
2. Membuat daftar pertanyaan 
3. Melakukan wawancara dengan informan yang telah ditunjuk sebelumnya 
4. Melakukan dokumentasi langsung di objek penelitian sebagai pelengkap dan 
penguat data yang berkaitan dengan penelitian 
5. Membuat transkip wawancara dari hasil wawancara dengan informan 
6. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan informasi yang pokok sesuai 
dengan hasil transkip wawancara. 
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7. Melakukan pengkodean agar mudah dalam mendapatkan inti dari hasil 
wawancara dengan informan 
8. Melakukan penyajian data secara relevan dan akurat agar dapat 
dipertanggungjawabkan serta untuk mempermudah dalam menghasilkan 
kesimpulan 
 
Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada BPCB 
Jawa Tengah : 
 
4.2.1. Substansi Aset Bersejarah oleh BPCB Jawa Tengah 
Menurut Masitta dan Chariri (2015) bahwa para ahli sejarah dan arkeolog 
cenderung mengalihbahasakan aset bersejarah menjadi cagar budaya. oleh karena 
itu mereka mengaitkan aset bersejarah dengan Undang-Undang No 11 tahun 2010 
tentang Cagar Budaya. Undang-Undang tersebut dapat menjadi landasan dalam 
perlakuan aset bersejarah dari kacamata hukum di Indonesia. Dengan adanya  
dasar hukum yang mengatur tentang aset bersejarah maka, aset bersejarah dapat 
dikelola, dipelihara, dan dilindungi secara legal.  
Sehingga, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah 
dalam mengelola aset bersejarah berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2010  
tentang cagar budaya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 pada 
bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa : 
Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda 
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar 
budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui 
proses penetapan. 
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Maka dapat dipahami atas dasar tersebut bahwa aset bersejarah pada 
hakikatnya memiliki nilai sejarah, budaya lingkungan dan pengetahuan yang 
berkaitan dengan kejadian peristiwa masa lalu (Bakri, 2016). Sehingga dalam hal 
ini aset bersejarah patut untuk dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah agar 
bermanfaat baik untuk generasi sekarang maupun mendatang. 
Mengingat betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam aset 
bersejarah, maka salah satu pengelola aset bersejarah dari BPCB Jawa Tengah 
menyampaikan pendapat sebagai berikut : 
Aset bersejarah itu diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 
tentang cagar budaya. Kalau cagar budaya didalamnya ada keterkaitan 
dengan sejarah di Indonesia, salah satunya berupa candi yang merupakan 
warisan dari jaman dahulu. Akan tetapi cagar budaya tidaklah hanya 
berupa candi saja, seperti makam para pahlawan indonesia itu juga 
termasuk cagar budaya karena ada hal yang terkait dengan sejarah 
terbentuknya indonesia. Sesuai dengan yang diatur dalam UU nomor 11 
tahun 2010 bahwa sesuatu dapat dikategorikan dalam cagar budaya 
minimal berumur 50 tahun (Informan 2, Staf Aset BPCB Jawa Tengah, 
Selasa 05 Maret 2019) 
 
Definisi yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan PSAP No. 07 
tahun 2010 yang menyatakan bahwa beberapa aset tetap dapat dijelaskan sebagai 
aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.  Maka, 
untuk mendukung pernyataan dari informan tersebut menurut Wulandari dan 
Utama (2016), bahwa Aset bersejarah merupakan aset tetap dengan umur yang 
tidak bisa ditentukan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sehingga harus 
dilindungi kelestariannya, karena memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, 
pengetahuan, serta memiliki karakteristik yang unik di dalamnya.  
Meskipun dalam PSAP No. 07 tahun 2010 tidak dijelaskan definisi secara 
spesifik namun pada dasarnya sudah dijelaskan beberapa karakteristik yang 
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melekat pada suatu aset bersejarah. Adapun aset yang termasuk dalam kategori 
aset bersejarah seperti, bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala 
(candi dan karya seni).  
Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa 
pada pasal 85 ayat 1 menjelaskan : 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan 
Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu 
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata”. (UUD No 11 tahun 
2010 tentang cagar budaya). 
 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang 
maupun pemerintah dapat memanfaatkan aset bersejarah dengan sebagaimana 
mestinya. Hal ini tentunya menjadi dasar bahwa melestarikan dan melindungi aset 
bersejarah merupakan tanggungjawab bersama. Maka, tentunya masyarakat harus 
menyadari meskipun diperbolehkan untuk memanfatkannya juga harus 
memperhatikan aspek-aspek pelestarian yang harus ditaati.  
Perlu diketahui, bahwa tujuan dilestarikannya aset bersejarah pada BPCB 
Jawa Tengah sebagai berikut : 
Kalau pemeliharaan  sebenarnya itukan untuk melestarikan cagar budaya. 
Jadi, sebuah candi itukan termasuk dalam cagar budaya. Maka, tujuan dan 
fungsi BPCB Jawa Tengah yaitu melestarikan, memelihara, dan memugar 
cagar budaya (Informan 2, Staf Aset BPCB Jawa Tengah, Selasa 05 Maret 
2019) 
 
Melihat pernyataan tersebut maka sejalan dengan PSAP 07 tahun 2010, 
bahwa aset bersejarah patut dipertahanan dan dilindungi karena aspek dan nilai 
yang melekat didalamnya yang sangat berharga bagi identitas suatu negara. Selain 
itu, dengan adanya aset bersejarah dilestarikan dapat menjadi salah satu bukti 
konkrit penghormatan atas perjuangan dan jasa-jasa para pahlawan terdahulu. 
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Maka, sesuai dengan slogan yang umum didengarkan bahwa bangsa yang besar 
adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan bangsanya. 
Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua aset bersejarah itu 
termasuk dalam kategori aset tetap. Meskipun ada beberapa karakteristik yang 
sesuai dengan aset tetap, namun terkait aspek penilaiannya masih mengalami 
kesulitan untuk menentukan ukurannya secara wajar. Maka, sebelum menentukan 
metode penilaian terkait aset bersejarah harus mengetahui terlebih dahulu 
penggunaan aset besejarah itu sendiri. Sehingga dalam hal ini salah satu pengelola 
BPCB Jawa Tengah menyampaikan : 
kalau standar baku penilaian (harga) tidak ada. Namun dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2010 menyatakan untuk cagar budaya tidak dapat 
dinominalkan karena nilainya tak terhingga. Selain itu, dalam Undang-
Undang tersebut juga menyebutkan bahwa cagar budaya yang dikelola 
tidak boleh dipindah atau di bawa ke lain tempat. Memang dulu pernah 
ada dilakukan penilaian uji kompetensi di Candi Borobudur, namun tetap 
tidak bisa menentukan standar baku untuk melakukan penilaian pada aset 
bersejarah tersebut. Karena, dalam undang-undang no 11 tahun 2010 
tentang cagar budaya menyebutkan bahwa cagar budaya itu tidak ada 
nilainya. (Informan 2, Staf Aset BPCB Jawa Tengah, Selasa 05 Maret 
2019). 
 
Maka dapat diketahui atas pernyataan dari narasumber bahwa pihak BPCB 
Jawa Tengah belum melakukan penilaian pada aset bersejarah yang dikelolanya. 
Hal ini mengisyaratkan bahwa nilai yang terkandung didalam aset bersejarah 
memang belum bisa diukur secara wajar mengingat masa manfaatnya yang tidak 
bisa ditentukan. Meskipun belum dilakukan penilaian pada aset bersejarah namun 
pada dasarnya BPCB Jawa Tengah telah melakukan inventarisasi dan 
mengkategorikannya sebagai cagar budaya yang harus dilindungi sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah 
merupakan aset milik Negara atau Pemerintah yang memiliki karakteristik yang 
unik, berupa sejarah, budaya, pengetahuan yang sangat penting bagi Pemerintah 
dan Masyarakat. Sehingga tidak semua aset tetap termasuk dalam aset bersejarah. 
Maka aset bersejarah, tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sama dengan aset tetap 
lainnya.  
 
4.2.2. Karakteristik Aset Bersejarah BPCB Jawa Tengah 
Aset Bersejarah atau Cagar Budaya yang terdapat di wilayah kerja Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah ada dalam jumlah yang banyak, beragam 
bentuk, berasal dari beragam periodisasi kesejarahan, dan beberapa di antaranya 
memiliki karakteristik yang langka atau bahkan tidak terdapat di wilayah lain di 
Indonesia. Maka dalam hal ini Informan 2 menyampaikan bahwa aset bersejarah 
memiliki karakteristik sebagai berikut : 
Kalau cagar budaya didalamnya ada keterkaitan dengan sejarah di 
Indonesia, salah satunya berupa candi yang merupakan warisan dari jaman 
dahulu. Akan tetapi cagar budaya tidaklah hanya berupa candi saja, seperti 
makam para pahlawan indonesia itu juga termasuk cagar budaya karena 
ada hal yang terkait dengan sejarah terbentuknya indonesia. Sesuai dengan 
yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2010 bahwa sesuatu dapat 
dikategorikan dalam cagar budaya minimal berumur 50 tahun. (Informan 
2, Staf aset BPCB Jawa Tengah, 05 Maret 2019).  
 
Berdasarkan pemahaman informan tersebut dapat diketahui bahwa BPCB 
Jawa Tengah menganggap aset bersejarah merupakan aset berwujud yang 
memiliki keterkaitan peristiwa sejarah dengan  Indonesia. Maka untuk 
mendukung pernyataan di atas sejalan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 
yang menjelaskan bahwa aset bersejarah memiliki karakteristik sebagai berikut : 
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1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia   50 (lima puluh) tahun; 
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan; dan 
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 
 
4.3. Hasil Pembahasan 
4.3.1. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah Dalam Laporan 
Keuangan BPCB Jawa Tengah 
Pembahasan terkait dengan perlakuan akuntansi aset bersejarah dalam 
penelitian ini merupakan inti dari tujuan yang ingin dicapai. Peneliti bertujuan 
ingin mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di 
dalam laporan keuangan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. 
Mengingat penyajian dan pengungkapan merupakan tahap akhir dari keseluruhan 
proses dalam perlakuan akuntansi. Maka perlu diketahui bahwa melalui 
pengungkapan, entitas dapat menyampaikan informasi bagi pihak yang 
berkepentingan baik itu pihak internal maupun eksternal (Anggraini dan Chariri 
2014). 
Menurut Agustini dan Putra (2011) bahwa untuk mempermudah dalam 
pengungkapan aset bersejarah, maka tergantung bagaimana pihak pengelola 
memperlakukan aset bersejarah yang dimiliknya. Jika, aset bersejarah tersebut 
selain dijadikan sebagai bukti peninggalan bersejarah juga dijadikan sebagai 
kegiatan operasional yang menaunginya, maka aset bersejarah tersebut akan 
dikapitalisasi terlebih dahulu dan akan disajikan ke dalam neraca. Sedangkan, 
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untuk aset bersejarah yang murni hanya digunakan sebagai bukti peninggalan 
bersejarah maka aset bersejarah tersebut tidak perlu dikapitalisasi melainkan 
hanya diungkapkan dalam CaLK. 
Sebagai penguat untuk pernyataan di atas, maka sesuai dengan PSAP 07 
tahun 2010 bahwa pihak pemerintah atau pengelola aset bersejarah tidak 
diwajibkan menyajikan aset tersebut ke dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca) 
melainkan harus mengungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Selain itu, bahwa aset bersejarah yang diungkapkan dalam CaLK harus disajikan 
dalam bentuk unit dengan tanpa nilai (PSAP 07 tahun 2010). 
Maka dalam hal ini salah satu pengelola BPCB Jawa Tengah dari bagian 
aset menyampaikan terkait apakah aset bersejarah yang dikelolanya ada yang 
digunakan sebagai kantor atau tidak yaitu sebagai berikut : 
Kalau untuk dikategorikan sebagai operasional memang disana juga ada 
sebuah tempat atau bangunan untuk beristirahat. Tetapi itu bukan kantor, 
melainkan tempat untuk istirahat, melayani tamu baik ang berkunjung atau 
bewisata dan sebagainya. Maka tempat tersebut dibangun untuk para 
pegawai yang secara langsung mengelola candi tersebut. Sehingga untuk 
kantor tetap di BPCB Jawa Tengah. (Informan 2, Bagian Aset BPCB Jawa 
Tengah, 05 Maret 2019). 
 
Menyikapi pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu 
aset bersejarah berupa candi yang dikelola oleh BPCB Jawa Tengah murni hanya 
digunakan sebagai bukti peninggalan bersejarah saja. Maka, untuk mendukung 
pernyataan tersebut bahwa aset bersejarah yang tidak digunakan sebagai tempat 
perkantoran maka tidak perlu dilakukan penilaian namun, segala informasi terkait 
aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK berupa jumlah kuantitas dalam 
bentuk unit tanpa nilai (Agustini dan Putra, 2011). Meskipun pada kenyataannya 
43 
 
 
ada sebuah bangunan di kawasan aset bersejarah candi yang digunakan sebagai 
tempat registrasi, informasi, dan istirahat tetapi tempat untuk menjadi kantor 
pengelola adalah di BPCB Jawa Tengah.  
Mengingat bagaimana penyajian dan pengungkapan aset bersejarah maka 
Informan 2, selaku bagian aset BPCB Jawa Tengah meyampaikan sebagai berikut: 
Cuma kita laporkan sebagai sebagai aset BPCB Jawa Tengah. Dineraca 
juga tidak muncul (tidak disajikan), Cuma dalam laporan, kita melaporkan 
barang bersejarah berupa candi. Tetapi kalau di neraca itukan berupa 
laporan posisi keuangan, sehingga kita tidak bisa memunculkan aset 
tersebut alam neraca karena tidak memiliki nilai. Jadi, aset candi itu tetap 
kita laporkan secara rutin dalam laporan barang bersejarah. sekarang 
laporannya tidak bisa dicetak karena sudah berbasis sistem online 
menggunakan aplikasi SIMAK BMN untuk melakukan e-rekonsiliasi 
dengan KPKNL Surakarta. (Informan 2, Staf aset BPCB Jawa Tengah, 05 
Maret 2019). 
 
Melihat pernyataan di atas maka sejalan dengan PSAP 07 tahun 2010, 
bahwa aset bersejarah tidak wajib disajikan dalam laporan posisi keuangan 
(neraca) namun harus diungkapkan dalam CaLK. Dalam hal ini mengingatkan 
kembali bahwa memang sudah menjadi masalah umum bahwa aset bersejarah 
masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian. Akan tetapi bukan 
masalah tidak mungkin dinilai namun karena tujuan menghormati dan melindungi 
peninggalan sejarah para pendahulu dimana segala aspek nilai yang melekat di 
dalamnya yang sangat begitu berharga. 
Berbeda dengan Informan 1, selaku Staf keuangan BPCB Jawa Tengah 
yang memandang terkait penyajian dan pengungkapan dari segi prosesnya : 
Pertama aset tersebut harus tercatat (terdokumentasi) dalam buku, mulai 
dari candinya, seluruh tanahnya dan seluruh aset-aset yang ada di candi 
harus tercatat dalam pembukuan, kalau itu sudah nanti itu akan terintegrasi 
di pembukuannya SIMAK BMN, dari SIMAK BMN melaporkan 
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(mentransfer) data UAKPB ke SAIBA, dari SAIBA nanti akan terekam 
misalnya kapan tanah ini dibeli, harga perolehannya berapa dll.  
Terkait penyajian tanggung jawabnya ada dua, pertama tanggung jawab 
dari sisi aset, ketika dilacak (cek) itu ada (itu dari sisi aset), kedua dari sisi 
keuangan dalam penggunaan dana APBN 2018  terkait dengan candi itu 
apa saja itu juga harus dicatat agar bisa diketahui. Misalnya pada dana 
APBN tahun 2018 ternyata beli tanah, peralatan dan mesin dan lain 
sebagainya itu harus dicatat (dokumentasi) agar dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 
Maka dapat diketahui bahwasannya proses pencatatan dalam akuntansi 
sudah menggunakan basis komputer dan online. Dimana aplikasi untuk SAIBA 
digunakan pada bagian keuangan sedangkan SIMAK-BMN digunakan bagian 
aset. Perlu diketahui bahwa kedua aplikasi tersebut diterbitkan oleh Menteri 
Keuangan yang sudah pasti sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. 
BPCB Jawa Tengah selaku pengelola aset bersejarah melaporkan 
pertanggungjawabannya dalam 2 macam pelaporan. Pertama, Laporan Keuangan 
yang menggambarkan segala aktivitas secara komprehensif (global). Kedua, 
Laporan Barang Milik Negara, dalam hal ini secara spesifik dan detail yang 
mencatat tentang segala aktivitas mengenai aset yang dimiliki oleh BPCB Jawa 
Tengah, salah satunya aset bersejarah. 
Dalam hal ini menurut Informan 1, selaku Staf keuangan BPCB Jawa 
Tengah menyampaikan  : 
Sudah saya sampaikan, yang namanya laporan keuangan itu bersifat 
komunal dan sudah terintegrasi kalau mau tahu rinciannya (aset 
bersejarah) itu di laporan Barang Milik Negara (BMN). Nah, disana 
(BMN) akan terlihat secara detail. Kalau yang dibutuhkan adalah aset 
bersejarah maka disitu ada semacam candi,dll.  
Nah yang saya masukkan ke laporan keuangan hanya mencatat dari sisi 
penyerapan anggarannya. Kalau laporan BMN itu juga masuk ke dalam 
laporan keuangan, caranya misalnya kita bicara tentang aktivitas bulan 
desember, nah itu diakumulasikan dari bulan januari sampai desember. 
Aktivitas itu nanti yang ada kaitannya dengan barang bersejarah yang 
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berkaitan dengan pengeluaran misalnya pemugaran itu nanti akan 
terakumulasi juga sesuai dengan peruntukkan akunnya. Jadi secara tekstual 
di dalam laporan keuangan tidak ada menjelaskan secara detail untuk aset 
bersejarah misalnya barang bersejarah candi ini mengeluarkan sekian, 
tidak seperti itu di CaLK laporan keuangan.  
Jadi di dalam CaLK laporan keuangan itu sudah ada standarisasi mengenai 
pembuatan CaLK, justru dalam CaLK itu seharusnya dibuat dengan tidak 
terlalu berlebihan (lebay) yang terpenting itu informatif, makanya itu dari 
BPCB membuat laporan barang milik negara sebagai pendamping dari 
laporan keuangan, dua laporan tersebut akan saling bersinergi, kalau 
laporan keuanganya berisi semua aktivitas dari BPCB itu tidak mungkin 
malah nanti tidak akan efisien informasinya. 
Jadi bicara mengenai aset bersejarah itu tetap di bagian laporan barang 
milik negara, kecuali kalau pemerintah pusat sudah merubah kebijakan 
untuk membuat laporannya menjadi satu. Jadi di laporan BMN itu ada 
juga CaLKnya, itu nanti akan menjelaskan mengenai aktivitas mengenai 
aset yang dimiliki oleh BPCB Jawa Tengah. 
 
Sehingga, secara umum aset bersejarah memang tetap dilaporkan dalam 
laporan keuangan, hanya saja dalam bentuk komprehensif (global) dengan tujuan 
agar segala informasi yang dilaporkan menjadi lebih efisien, informatif, dan tidak 
berlebihan. Dalam menyusun laporan keuangan, BPCB Jawa Tengah 
menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). 
Sedangkan, secara spesifik dan detailnya mengenai segala aktivitas aset 
bersejarah itu dilaporan Barang Milik Negara, yang merupakan laporan mengenai 
segala aset yang dimiliki oleh BPCB Jawa Tengah. Dalam menyusun laporan 
barang bersejarah BPCB Jawa Tengah menggunakan aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sehingga secara 
sistematis lebih mudah dalam penggunaannya.  
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah dalam 
mengungkapkan aset bersejarah di laporan Barang Milik Negara terdiri dari 4 
macam bagian, sebagai berikut : 
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1. Tanah 
2. Peralatan dan Mesin  
3. Gedung dan Bangunan 
4. Aset Tetap Lainnya 
Berdasarkan CaLK Laporan Keuangan tahunan periode 2018 bahwa pada 
penjelasan atas pos neraca pada akun gedung dan bangunan terdapat aktivitas 
transaksi mengenai aset bersejarah. Aktivitas tersebut berupa transaksi 
penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan, sebagai berikut: 
1. Pengembangan pagar BRC Candi Gedongsongo 
2. Pembuatan pagar baru Candi Dieng 
3. Koreksi nilai tanah BPCB Jawa Tengah dari KPKNL Surakarta 
4. Koreksi nilai tanah Candi Losari 
Perlu dipahami bahwa BPCB Jawa Tengah dalam melaporkan aset 
bersejarah yang dikelolanya hanya melaporkan dalam hal kuantitas sebagai bentuk 
akuntabilitasnya terhadap pihak yang berkepentingan. Jadi, pada dasarnya tujuan 
dari aset bersejarah dilaporkan dalam laporan keuangan tidak untuk menunjukkan 
nilai nominalnya melainkan jumlah kuantitas yang telah dikelola dan dilindungi 
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 
Selain itu, untuk pelaporan aset bersejarah dalam CaLK tidak semua yang 
dikelola dilaporkan, melainkan ketika hanya terjadi sebuah aktivitas transaksi 
yang mengenai aset bersejarah. Sehingga pengungkapan CaLK untuk aset 
bersejarah pada tiap tahun akan berbeda jenisnya, tergantung aktivitas 
transaksinya. Dalam hal ini Informan 1, selaku Staf keuangan menyampaikan : 
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Didalam CaLK mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan 
terkait periode yang berlangsung misalnya aset bersejarah. jadi tiap tahun 
itu berbeda isi dari CaLK. 
 
Peneliti hanya diberikan ijin untuk melihat laporan tahunan dari SIMAK-
BMN berupa CaLK dan Lampirannya yang secara khusus mengenai aset 
bersejarah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan keputusan dari pimpinan tidak 
diperbolehkan untuk meminta atau menggandakan data terkait laporan yang 
disusun oleh BPCB Jawa Tengah dalam bentuk apapun. Sehingga dalam hal ini 
Informan 2, selaku Staf aset BPCB Jawa Tengah menyampaikan : 
Kalau neraca kaya gini mas (sambil menunjukkan bagian neraca BMN 
kepada peneliti) laporan neraca per tanggal 31 desember 2018. Kalau di 
neraca BMN barang bersejarah tidak muncul namun dimunculkan di 
lampiran (bagian belakang). Kalau Calk barang bersejarah kaya gini mas 
(sambil menunjukkan bagian calk kepada peneliti). Saya sudah menghadap 
pak kasi (kasubag), beliau menyampaikan intinya begini, “tidak diijinkan 
terkait data yang diminta dalam bentuk apapun”. Jadi permintaan data 
berupa laporan tersebut kantor kami tidak mengijinkan karena terkait 
rahasia kantor dan pertanggungjawaban mas. Mohon maaf mas. 
 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat 
disimpulkan bahwa praktik perlakuan akuntasi pada aset bersejarah dalam 
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BPCB Jawa Tengah, sebagai 
berikut : 
1. Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki keterkaitan peristiwa 
sejarah dengan Indonesia, sehingga aset tersebut patut untuk dilindungi, 
dilestarikan, dan dipelihara sesuai dengan peraturan yang berlaku secara legal. 
2. Aset bersejarah yang dikelola tidak ada yang digunakan sebagai perkantoran 
(operasional), sehingga cukup diungkapkan dalam CaLK dalam bentuk unit 
tanpa nilai. 
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3. Aset bersejarah yang dikelola, tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan 
dan belum diungkapkan dalam CaLK.  
4. Aset bersejarah yang dikelola secara detail dilaporkan dalam laporan Barang 
Milik Negara. Aset bersejarah yang dikelola diungkapkan dalam CaLK 
laporan Barang Milik Negara dalam bentuk unit tanpa nilai. 
 
4.3.2. Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Standar 
Akuntansi BPCB Jawa Tengah Pada Aset Bersejarah  
Standar akuntansi yang secara khusus mengatur aset bersejarah yaitu 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 tahun 2010. Dimana 
dalam standar tersebut mengatur sebagai berikut : 
1. Paragraf 65, pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan 
aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
2. Paragraf 66, beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah 
dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset 
bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala 
seperti candi dan karya seni. 
3. Paragraf 67, aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam 
waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Paragraf 68, pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang 
diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam 
termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini 
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jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran 
kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila 
memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. 
5. Paragraf 69, aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya 
jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 
6. Paragraf 70, biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi 
harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya 
tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset 
bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 
7. Paragraf 71, beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat 
lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya sebagai contoh bangunan 
bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini 
akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 
8. Paragraf 72, untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada 
karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan. 
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Tabel 4.1. 
Pembahasan Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah BPCB Jawa Tengah  
 
No PSAP 07 tahun 2010 Sudah Belum Keterangan 
1. Paragraf 65   x 
Karena, BPCB Jawa Tengah 
mengungkapkan aset bersejarah 
di CaLK laporan Barang Milik 
Negara, 
2 Paragraf 66   
Karena, BPCB Jawa tengah 
sudah memahami definisi dan 
karakteristik secara tepat dalam 
standar tersebut. 
3 Paragraf 67   
Karena, BPCB Jawa Tengah 
dalam mengelola aset bersejarah 
berdasarkan hukum Undang-
Undang No 11 tahun 2010 
tentang Cagar Budaya. 
4 Paragraf 68   
Karena, BPCB Jawa Tengah 
bertujuan melestarikan, 
melindungi, dan memelihara 
aset bersejarah agar nilai-nilai 
yang terkandung didalamnya 
tetap terjaga secara utuh. 
5 Paragraf 69  x 
Karena, BPCB Jawa Tengah 
dalam melaporkan 
pertanggungjawabannya terkait 
aset bersejarah diungkapkan 
dalam CaLK laporan Barang 
Milik Negara dengan bentuk 
unit tanpa nilai, bukan dalam 
laporan keuangan 
6 Paragraf 70   
Karena, laporan keuangan 
BPCB Jawa Tengah terdapat 
laporan operasional mengenai 
aset bersejarah. 
7 Paragraf 71   
Karena, Aset bersejarah yang 
dikelola oleh BPCB Jawa 
Tengah tidak ada yang 
digunakan sebagai perkantoran. 
 
Tabel berlanjut… 
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Menurut Dewan Standar Akuntansi Internasional (misalnya IPSASB, 
Australia AASB, Selandia Baru FRSB, UK ASB) bahwa dengan menyajikan aset 
bersejarah di dalam neraca akan meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan 
(Utami, 2019). Namun, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 
bahwa untuk perlakuan akuntansi aset bersejarah dalam laporan keuangan BPCB 
Jawa Tengah tidak disajikan dalam neraca dan belum diungkapkan dalam CaLK. 
Dalam hal ini BPCB Jawa Tengah mengungkapkan aset bersejarah dalam CaLK 
laporan Barang Milik Negara dalam bentuk unit tanpa nilai. Maka, dapat dipahami 
dengan berdasarkan PSAP 07 paragraf 65 bahwa pemerintah atau pengelola tidak 
dwajibkan menyajikan aset bersejarah di neraca namun harus diungkapkan di 
CaLK, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BPCB Jawa Tengah belum 
sepenuhnya menerapkan terkait standar akuntansi yang mengatur tentang aset 
bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.  
Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki nilai sejarah, 
budaya dan identitas Negara (Aversano dan Johan, 2014). Maka, dalam hal ini 
terkait pemahaman mengenai definisi dan karakteristik aset bersejarah bahwa 
No PSAP 07 tahun 2010 Sudah Belum Keterangan 
8 Paragraf 72  
 Karena, Aset bersejarah yang 
dikelola oleh BPCB Jawa 
Tengah hanya digunakan 
sebagai bukti peninggalan 
bersejarah yang karena nilai-
nilai terkandung didalamnya 
yang sangat berharga. 
Lanjutan Tabel 4.1. 
Lanjutan Tabel 4.1. 
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pihak BPCB Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakilkan oleh informan 1 dan 
informan 2 menjelaskan terkait aset bersejarah sebagai aset berwujud yang 
memiliki keterkaitan dengan sejarah Indonesia, sehingga patut untuk dilindungi, 
dikelola, dan dilestarikan.. Maka, berdasarkan pernyataan informan tersebut telah 
memahami aset bersejarah sesuai dengan PSAP 07 dalam paragraf 66. 
Menurut Agustini dan Putra (2011), bahwa aset bersejarah merupakan 
salah satu aset yang dilindungi oleh Negara. BPCB Jawa Tengah dalam mengelola 
aset bersejarah yang dikelolanya berlandaskan hukum pada Undang-Undang No. 
11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sehingga, dalam hal ini berdasarkan PSAP 
07 paragraf 67,  bahwa BPCB Jawa Tengah sudah menerapkan terkait 
pengelolaan aset bersejarah berdasarkan hukum yang legal. 
Aset bersejarah yang dikelola BPCB Jawa Tengah terdiri atas 4 macam 
bagian, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya. 
Hal tersebut dilakukan agar mudah dalam pengklasifikasian terkait seluruh aset 
bersejarah yang dikelolanya. BPCB Jawa Tengah bertujuan melestarikan, 
melindungi, dan memelihara aset bersejarah agar nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya tetap terjaga secara utuh. Sehingga, dalam hal ini berdasarkan PSAP 
07 paragraf 68, bahwa BPCB Jawa Tengah sudah menerapkan terkait tujuan 
pengelolaan aset bersejarah secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
BPCB Jawa Tengah dalam melaporkan pertanggungjawabannya terkait 
aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK laporan Barang Milik Negara dengan 
bentuk unit tanpa nilai. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam 
menyajikan informasi tentang aset bersejarah secara detail. Sehingga, dalam hal 
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ini berdasarkan PSAP 07 paragraf 69, bahwa BPCB Jawa belum sepenuhnya 
menerapkan terkait penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan 
keuangan.  
Berdasarkan analisis dokumen atas laporan keuangan tahunan periode 
2018 BPCB Jawa Tengah, bahwa laporan keuangan terdiri atas 5 bagian, yaitu 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga, dalam hal ini berdasarkan 
PSAP 07 paragraf 70 bahwa BPCB Jawa Tengah sudah menerapkan. 
Aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB Jawa Tengah tidak ada yang 
digunakan sebagai perkantoran. Maka dalam hal ini aset bersejarah tidak perlu 
dikapitalisasi seperti aset tetap lainnya. Sehingga, dalam hal ini aset bersejarah 
yang dikelola hanya dijadikan sebagai bukti peninggalan bersejarah. 
Aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB Jawa Tengah hanya digunakan 
sebagai bukti peninggalan bersejarah yang karena nilai-nilai terkandung 
didalamnya yang sangat berharga. Maka dalam hal ini berdasarkan PSAP 07 
paragraf 72 sudah menerapkan terkait penggunaan aset bersejarah yang 
dikelolanya secara tepat. 
Berdasarkan uraian di atas, maka aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB 
Jawa Tengah hanya digunakan sebagai bukti peninggalan bersejarah. Maka, 
terkait penyajian dan pengungkapan aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB 
Jawa Tengah, cukup diungkapkan dalam CaLK dengan disajikan dalam bentuk 
unit tanpa nilai. Sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 65 menyatakan 
bahwa pemerintah tidak diwajibkan menyajikan aset bersejarah di neraca 
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melainkan harus diungkapkan dalam CaLK. Selain itu, dalam PSAP 07 tahun 
2010 paragraf 69 juga menyatakan bahwa aset bersejarah yang diungkapkan 
dalam CaLK harus disajikan dalam bentuk unit tanpa nilai.  
Namun, pada kenyataannya berdasarkan analisis dokumen terhadap 
laporan keuangan tahunan periode 2018 BPCB Jawa Tengah bahwa, keberadaan 
aset bersejarah belum teridentifikasi dalam CaLK pada laporan keuangan tersebut. 
Hal ini menunjukkan bahwa, aset bersejarah yang dikelola oleh BPCB Jawa 
Tengah belum diungkapkan dalam CaLK laporan keuangan. BPCB Jawa belum 
mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan, karena seluruh aset 
yang dikelola salah satunya aset bersejarah sudah ada laporan yang khusus yaitu 
laporan Barang Milik Negara.  
Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 dan informan 2 bahwa 
keberadaan aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK laporan Barang Milik 
Negara dengan disajikan dalam bentuk unit tanpa nilai. Seharusnya, sesuai dengan 
PSAP 07 tahun 2010 paragraf 65 dan 69 bahwa aset bersejarah yang dikelola oleh 
BPCB Jawa Tengah cukup diungkapkan dalam CaLK Laporan Keuangan dengan 
disajikan dalam bentuk unit tanpa nilai. 
Maka temuan peneliti dalam hal ini menghasilkan bahwa praktik 
perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dalam penyajian dan pengungkapan 
laporan keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah belum 
sepenuhnya menerapkan terkait standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu 
PSAP 07 tahun 2010. Karena, aset bersejarah diungkapkan dalam laporan yang 
berbeda dengan laporan keuangan.  
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki keterkaitan 
peristiwa sejarah dan budaya Indonesia. Sehingga, dengan adanya aset 
bersejarah itu dilestarikan, dilindungi, dipelihara agar bermanfaat bagi 
pengetahuan dan pendidikan serta akan menjadi sebuah identitas diri 
bagi Negara tersebut. 
2. Praktik perlakuan akuntansi pada aset bersejarah dalam penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan menghasilkan bahwa, BPCB Jawa 
belum sepenuhnya menerapkan terkait standar akuntansi aset 
bersejarah yang diatur dalam PSAP 07 tahun 2010. Karena, aset 
bersejarah yang dikelolanya belum diungkapkan dalam CaLK laporan 
keuangan. Namun, aset bersejarah diungkapkan dalam laporan Barang 
Milik Negara dengan disajikan dalam bentuk unit tanpa nilai.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam hal ini tentunya peneliti memiliki keterbatasan dalam 
penelitian. Maka dari itu sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya 
agar lebih baik berikut keterbatasan dalam penelitian ini : 
1. Peneliti hanya fokus pada penyajian dan pengungkapan aset bersejarah 
dalam laporan keuangan. 
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2. Objek penelitian hanya satu yaitu BPCB Jawa Tengah yang mana 
sebagai pengelola aset bersejarah yang berada di wilayah jawa tengah. 
Tentunya dengan dipilihnya satu objek penelitian maka hanya bisa 
menggambarkan bagaimana praktik perlakuan akuntansi pada aset 
bersejarah pada objek dan wilayah tersebut. Sehingga belum bisa 
menggambarkan sampai ke intansi lain dengan daerah yang berbeda. 
3. Peneliti hanya diberi akses sampai memperoleh hard-copy dari laporan 
keuangan tahunan yang diterbitkan pada periode 2018. Sehingga demi 
menjaga kerahasiaan dan keamanan maka tidak boleh melihat secara 
langsung bagaimana proses penyusunan dan penyajiannya dalam 
komputer BPCB Jawa Tengah 
4. Sumber literatur yang masih sulit untuk menemukan definisi yang 
resmi mengenai aset bersejarah. Selain itu terkait aset bersejarah juga 
banyak yang masih memperdebatkan baik itu dalam hal pengakuan, 
penilaian, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan 
5. Peneliti dalam hal ini hanya mampu memberikan gambaran tentang 
penyajian dan pengungkapan saja karena keterbatasan dari dokumen 
pendukung yang dimiliki. 
 
5.3. Saran 
1. Bagi pihak BPCB Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah tentunya 
tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada publik harus dilakukan 
secara penuh. Dalam artian laporan keuangan baik itu semesteran 
maupun tahunan bisa diterbitkan ke dalam web resmi BPCB Jawa 
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Tengah. Sehingga, pihak eksternal khususnya masyarakat dapat 
mengaksesnya dengan mudah dan mengetahui serta memahami terkait 
praktik perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BPCB Jawa Tengah 
khususnya pada aset bersejarah. 
2. Bagi peneliti selanjutnnya, diharapkan dapat mampu menggambarkan 
praktik perlakuan akuntansi pada aset bersejarah yang lain dengan 
lebih baik dan kompleks 
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Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Staf Keuangan Balai Pelesatarian Cagar Budaya  Jawa Tengah 
1. Bagaimana BPCB Jawa Tengah dalam memahami tentang aset bersejarah? 
2. Apakah ada catatan atau laporan tentang aset bersejarah yang tercantum 
dalam laporan keuangan BPCB Jawa Tengah? 
3. Apakah aset bersejarah itu ada angka atau nilai nominal dalam laporan 
keuangan? 
4. Bagaimana dinas terkait memahami tentang metode penilaian aset 
bersejarah ? dan metode apa yang digunakan? 
5. Bagaimana dinas terkait dalam menyajikan dan mengungkapkan aset 
bersejarah dalam laporan keuangan ? 
6. Apakah penting aset bersejarah itu diungkapkan dalam laporan keuangan? 
7. Apakah pihak luar itu bisa mengakses laporan keuangan dari BPCB Jawa 
Tengah? 
8. Kenapa dalam pengelolaan aset bersejarah menggunakan dana APBN? 
9. Apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah sudah 
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini ? 
10. Aplikasi apa yang digunakan BPCB Jawa Tengah khususnya bagian 
keuangan dalam mengelola aset bersejarah? 
11. Menurut anda, apa manfaat mengelola aset bersejarah terhadap 
masyarakat? 
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B. Staf Aset Balai Pelesatarian Cagar Budaya  Jawa Tengah 
1. Apa tujuan BPCB Jawa Tengah dalam mengelola aset bersejarah ? 
2. Bagaimana pendapat anda mengenai definisi aset bersejarah? 
3. Kriteria apa sajakah yang membuat suatu benda dapat dikatakan menjadi 
aset bersejarah? 
4. Apa yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap lainnya? 
5. Metode apa yang digunakan BPCB Jawa Tengah dalam melakukan 
penilaian untuk aset bersejarah ? 
6. Bagaimana tindakan perawatan yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah 
pada aset bersejarah yang dikelolanya ? 
7. Apakah aset bersejarah berupa itu ada angka atau nilai nominal dalam 
laporan keuangan? 
8. Apakah pihak BPCB Jawa Tengah menggolongkan aset bersejarah dalam 
kategori aset bersejarah operasional atau aset bersejarah non-operasional? 
9. Bagaimana prosedur pembelian atau pengadaan dalam pemeliharaan untuk 
aset bersejarah ? 
10. Aplikasi apa yang digunakan BPCB Jawa Tengah khususnya bagian aset 
dalam mengelola aset bersejarah? 
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Lampiran 3 
TRANSKIP WAWANCARA 
Wawancara 1 
Informan 1  : Staf Bagian Keuangan BPCB Jawa Tengah 
Informan 2  : Staf Bagian Aset BPCB Jawa Tengah 
Tempat  : Kantor BPCB Jawa Tengah 
Fokus Wawancara : Makna aset bersejarah 
 
Peneliti : Bagaimana BPCB Jawa Tengah dalam memahami tentang aset 
bersejarah ? 
Informan 1 : Saya dari perspektif ekonomi dan akuntansi ya, jadi gini 
sebenarnya negara itu akan diuntungkan apabila uang yang 
dikelurkan negara itu ada bekasnya (manfaat). Makanya saat ini 
pemerintah sedang menggalakkan penertiban aset. Kalau bicara 
aset maka seperti aset candi plaosan. Seandainya aset tersebut tidak 
ditertibkan, maka apa yang dibeli oleh pemerintah setempat jangka 
panjangnya akan mudah hilang dan sulit dilacak.  
Makanya sekarang aset itu semuanya harus jelas dan tercatat (itu 
dari sisi administrasi). Kemudian kalau sekarang itukan yang 
namanya cagar budaya kalau bisa berusaha bagaimana cara 
menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar dengan 
multiplayer effect itu harus jalan. Makanya kenapa candi yang 
rusak atau ada bagian yang tidak tepat itu kita pugar dan perbaiki 
(pemeliharaan). Misalnya  di candi plaosan ada bagian atau 
kompenen yang rusak akan diganti, ada yang runtuh dibangun 
kembali, akan tetapi untuk proses pembangunan butuh proses yaitu 
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studi teknis arkeologi terlebih dahulu, dicek komponennya masih 
mencukupi atau tidak dan sebagainya.  
Sehingga misalnya, jika candi plaosan dipugar dan dibangun maka 
harapannya akan menjadi sebuah destinasi wisata tersendiri. Jika 
sudah menajadi sebuh destinasi wisata maka perekonomian 
masyarakat sekitar akan terangkat. Karena banyak pengunjung 
dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Sehingga pada 
intinya bagaimana sebuah candi dapat menghidupi atau menjadi 
sebuah magnet untuk pengembangan wisata (orientasi BPCB Jawa 
Tengah).  
Sekarang terbukti misalnya, bahwa beberapa tahun yang lalu di 
candi plaosan belum ada orang jualan, belum ada lahan untuk 
parkiran, namun pada saat ini sudah banyak orang yang berjualan 
macam-macam dan lahan parkirannya juga sudah luas. Walaupun 
kita berbicara tentang kawasan aset bersejarah maka dalam 
pengembangan wisatanya, dalam hal ini mungkin berjualan dan 
berbagai aktivitas masyarakat setempat seharusnya juga mengacu 
pada prinsip-prinsip pelestarian. Misalkan di sekitar candi plaosan 
ada yang membangun bangunan bertingkat yang lebih tinggi dari 
candi tersebut, maka akan berdampak mengurangi nilai magnetnya 
candi plaosan itu sendiri. Sehingga prinsip pelestarian itu penting 
dan harus dijaga. 
Peneliti : Menurut anda makna aset bersejarah itu apa ? 
Informan 2 : Aset bersejarah itu diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 
2010 tentang cagar budaya. Kalau cagar budaya didalamnya ada 
keterkaitan dengan sejarah di Indonesia, salah satunya berupa candi 
yang merupakan warisan dari jaman dahulu. Akan tetapi cagar 
budaya tidaklah hanya berupa candi saja, seperti makam para 
pahlawan indonesia itu juga termasuk cagar budaya karena ada hal 
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yang terkait dengan sejarah terbentuknya indonesia. Sesuai dengan 
yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2010 bahwa sesuatu dapat 
dikategorikan dalam cagar budaya minimal berumur 50 tahun. 
Peneliti : Kriteria apa sajakah yang membuat suatu benda menjadi aset 
bersejarah? 
Informan 2 : Dalam hal ini yang lebih tahu adalah orang registrasi dan 
penetapan dalam hal barang bersejarah. 
Peneliti : Menurut anda, apa yang membedakan aset bersejarah dengan aset 
tetap lainnya? 
Informan 2 : Kalau aset bersejarah itu ada penetapannya, sehingga dalam hal 
ini yang lebih tahu adalah orang registrasi dan penetapan dalam hal 
barang bersejarah. 
Peneliti : Apa tujuan dari  dilestarikannya aset bersejarah ? 
Informan 2 : Kalau pemeliharaan  sebenarnya itukan untuk melestarikan cagar 
budaya. Jadi, aset bersejarah berupa candi itukan termasuk dalam 
cagar budaya. Maka, tujuan dan fungsi BPCB jawa Tengah yaitu 
melestarikan, memelihara, dan memugar cagar budaya 
Peneliti : Apakah aset bersejarah berupa candi itu dikategorikan sebagai 
aset bersejarah atau aset tetap? 
Informan 2 : Candi itu termasuk dalam kategori aset bersejarah. Terkait aset 
bersejarah secara administrasi tercatat dalam laporan kami (bagian 
aset). Tetapi untuk pengelolaannya ada dibagian wilayah kerja 
teknis.   
Peneliti : Apakah BPCB Jawa Tengah menggolongkan aset bersejarah yang 
dikelola itu termasuk aset bersejarah opersional atau aset bersejarah 
non-operasional? 
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Informan 2 : Kalau untuk dikategorikan sebagai operasional memang disana 
juga ada sebuah tempat atau bangunan untuk beristirahat. Tetapi itu 
bukan kantor, melainkan tempat untuk istirahat, melayani tamu 
baik ang berkunjung atau bewisata dan sebagainya. Maka tempat 
tersebut dibangun untuk para pegawai yang secara langsung 
mengelola candi tersebut. Sehingga untuk kantor tetap di BPCB 
Jawa Tengah. 
Peneliti : Bagaimana tindakan perawatan yang dilakukan oleh BPCB Jawa 
Tengah pada aset bersejarah candi? 
Informan 2 : Kalau setahu saya, berupa pemeliharaan, pemugaran, dan 
pelestarian. Kalau lebih detailnya ke bagian pemeliharaan dan 
bagian pemugaran. 
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Wawancara 2 
Informan 1  : Staf Bagian Keuangan BPCB Jawa Tengah 
Informan 2  : Staf Bagian Aset BPCB Jawa Tengah 
Tempat  : Kantor BPCB Jawa Tengah 
Fokus Wawancara : Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah dalam 
Laporan Keuangan 
  
Peneliti : Bagaimana dinas terkait dalam menyajikan dan mengungkapkan 
aset bersejarah dalam laporan keuangan ? 
Informan 1 : Pertama aset tersebut harus tercatat (terdokumentasi) dalam buku, 
mulai dari candinya, seluruh tanahnya dan seluruh aset-aset yang 
ada di candi plaosan harus tercatat dalam pembukuan, kalau itu 
sudah nanti itu akan terintegrasi di pembukuannya SIMAK BMN, 
dari SIMAK BMN melaporkan (mentransfer) data UAKPB ke 
SAIBA, dari SAIBA nanti akan terekam misalnya kapan tanah ini 
dibeli, harga perolehannya berapa dll. 
Terkait penyajian tanggungjawabnya ada dua, pertama tanggung 
jawab dari sisi aset, ketika dilacak (cek) itu ada (itu dari sisi aset), 
kedua dari sisi keuangan misalnya, dalam penggunaan dana APBN 
2018  terkait dengan candi plaosan itu apa saja itu juga harus 
dicatat agar bisa diketahui. Misalnya pada dana APBN tahun 2018 
ternyata candi plaosan beli tanah, peralatan dan mesin dan lain  
sebagainya itu harus dicatat (dokumentasi) agar dapat 
dipertanggung jawabkan.  
Dalam hal pertanggungjawaban BPCB Jawa Tengah pertama 
minimal setiap sebulan sekali melaporkan laporan keuangan 
kepada KPPN Klaten, kedua pertanggungjawaban kepada 
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inspektorat atau BPK yang sudah pasti akan memeriksa secara 
berkala. Sehingga pada intinya pihak yang mengungkapkan dan 
menyajikan tentang aset ada di bagian SIMAK BMN sedangkan 
terkait laporan keuangannya ada di bagian SAIBA.  
Jadi kalau pengen tahu harga perolehan aset ini berapa itu di 
SIMAK BMN, karena SIMAK BMN yang membukukan dan yang 
mencatat. Kemudian untuk memastikan nilai kewajarannya (harga 
perolehan) aset diharuskan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surakarta. Jadi kalau 
terkait dengan rekonsiliasi keuangan ke KPPN Klaten kalau 
rekonsiliasi aset ke KPKNL Surakarta 
Peneliti : Apakah Aset Bersejarah itu ada angka atau nilai nominal dalam 
laporan keuangan? 
Informan 1 : Dulu itu di pencatatan SIMAK BMN dikatakan 0 (nol) dalam 
artian tidak ternilai karena tidak bisa dinominalkan karena begitu 
berharganya aset tersebut. Kemudian muncul masalah baru kalau 
itu 0 (nol) kenapa tidak bernilai ? pada akhirnya, waktu itu telah 
disepakati bersama bahwa aset tersebut memiliki nilai 1 (satu) 
sehingga menandakan ada nilainya akan tetapi bukan berarti 
harganya itu Rp. 1. Karena begini misalnya candi itu dihargai 
katakanlah Rp. 100.000.000 bisa jadi rebutan orang banyak untuk 
di perjual-belikan. Karena nilai sejarahnya yang sangat tinggi 
sehingga tidak bisa di Rupiahkan (nominalkan).  
Peneliti : apakah pihak luar itu bisa mengakses laporan keuangan dari 
BPCB Jawa Tengah? 
Informan 1 : selama ini dari pihak luar yang bisa mengakses laporan keuangan 
adalah KPPN Klaten dan pejabat eselon satu melalui SETDITJEN 
(Sekretariat Direktorat Jenderal). Sesuai dengan SOP (Standar 
Operasional Prosedur) BPCB Jawa Tengah melaporkan laporan 
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keuangan ke KPPN Klaten dalam hal ini melalui aplikasi e-rekon 
dan juga melaporkan ke SETDITJEN. Setelah melakukan 
rekonsiliasi dengan pihak-pihak tersebut maka akan diterbitkan 
BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) dengan ditandai dengan barcode  
sebagai bukti pengesahan. 
Peneliti : Bagaimana dinas terkait dalam menyajikan dan mengungkapkan 
aset bersejarah dalam laporan keuangan ? 
Informan 2 : Dicatatanpun  tidak diungkapkan, Cuma kita laporkan sebagai 
sebagai aset BPCB Jawa Tengah. Dineraca juga tidak muncul 
(tidak disajikan), Cuma dalam laporan, kita melaporkan barang 
bersejarah berupa candi. Tetapi kalau di neraca itukan berupa 
laporan posisi keuangan, sehingga kita tidak bisa memunculkan 
aset tersebut alam neraca karena tidak memiliki nilai. Jadi, aset 
candi plaosan itu tetap kita laporkan secara rutin dalam laporan 
barang bersejarah. sekarang laporannya tidak bisa dicetak karena 
sudah berbasis sistem online menggunakan aplikasi SIMAK BMN 
untuk melakukan e-rekonsiliasi dengan KPKNL Surakarta. 
Peneliti : Metode apa yang digunakan BPCB Jawa Tengah dalam 
melakukan penilaian aset bersejarah ? 
Informan 2 : Kalau standar baku penilaian (harga) tidak ada. Namun dalam 
undang-undang nomor 11 tahun 2010 menyatakan untuk cagar 
budaya tidak dapat dinominalkan karena nilainya tak terhingga. 
Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan 
bahwa cagar budaya yang dikelola tidak boleh dipindah atau di 
bawa ke lain tempat. Memang dulu pernah ada dilakukan penilaian 
uji kompetensi di Candi Borobudur, namun tetap tidak bisa 
menentukan standar baku untuk melakukan penilaian pada aset 
bersejarah tersebut. Karena, dalam undang-undang no 11 tahun 
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2010 tentang cagar budaya menyebutkan bahwa cagar budaya itu 
tidak ada nilainya. 
Peneliti : Seberapa pentingkah aset bersejarah diungkapkan dalam laporan 
keuangan? 
Informan 2 : Kalau laporan keuangan yang kita pahami sekarang itu seperti 
untuk belanja renovasi, belanja pemugaran, belanja pemeliharaan 
dll. Kalau terkait laporan aset bersejarah dilaporkan secara rutin 
dalam bentuk unit dengan tanpa nilai. 
Peneliti : Apakah Dinas BPCB Jawa Tengah sudah menerapkan SAP No. 
07 Tahun 2010 pada laporan keuangan? 
Informan 2 : Kita sudah menerapkan tersebut dalam laporan keuangan dengan 
mengungkapannya sebagai laporan barang bersejarah dalam bentuk 
unit dengan tanpa nilai 
Peneliti : Apakah aset bersejarah candi itu ada angka atau nilai nominal 
dalam laporan keuangan 
Informan 2 : Sesuai dengan undang-undang no 11 tahun 2010 bahwa cagar 
budaya tidak ada nilainya.  
Peneliti : Bagaimana alur atau proses BPCB Jawa Tengah dalam 
melaporkan laporan pertanggunggjawaban kepada pihak yang 
berkepentingan? 
Informan 2 : Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa alur laporan dari BPCB 
Jawa Tengah seperti ini, Bagian keuangan (SAIBA) dengan Bagian 
Perlengkapan saling melakukan rekonsiliasi secara internal setiap 
semester. Untuk bagian keuangan rekonsiliasi secara ekternal ke 
KPPN Klaten setiap bulan, sedangkan Bagian perlengkapan 
rekonsiliasi secara eksternal ke KPKNL Surakarta setiap semester. 
Jika hasil rekonsiliasi tersebut sudah sama, maka kedua laporan 
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tersebut dilaporkan ke eselon 1 (Jakarta) yaitu SEKJEN 
KEMDIKBUD dan ke Kantor Wilayah Semarang. BPCB Jawa 
Tengah sebagai bentuk akuntabilitasnya secara rutin melaporkan 
pertanggungjawabannya setiap semester. Bentuk laporan dari 
bagian keuangan berupa laporan keuangan secara umum dalam 
artian bersifat komprehensif di BPCB Jawa Tengah. Sedangkan 
bentuk laporan dari bagian keuangan berupa laporan barang milik 
negara, dimana laporan tersebut menunjukkan semua rincian 
barang/benda yang dikelola oleh BPCB Jawa Tengah. 
Peneliti : Untuk melihat kejelasan dari lampiran laporan barang bersejarah, 
apakah peneliti diperbolehkan untuk melihat laporan barang negara 
dari bagian perlengkapan ? 
Informan 2 : Oh iya boleh, ini mas (peneliti dilihatkan softfile laporan dari 
BPCB Jawa Tengah) kalau di neraca barang milik negara untuk 
aset bersejarah tidak disebutkan (tidak muncul). Untuk lampiran 
tersebut berada dipaling belakang laporan barang milik negara, 
dalam artian sebagai lampiran dari Catatan atas Laporan Keuangan. 
Peneliti : Saya sudah membuat surat permohonan ijin penelitian ditujukan 
kepada kepala BPCB Jawa Tengah terkait permohonan data 
penelitian. Data yang dibutuhkan berupa laporan tahunan barang 
milik negara periode 2018. Maka dari itu apakah boleh data 
tersebut boleh difoto copy atau di foto ? 
Informan 2 : Kalau laporan barang milik negara kaya gini mas,,(sambil 
memberikan laporan tersebut kepada peneliti). Akan tetapi 
membutuhkan persetujuan terlebih dahulu (disposisi) dari pimpinan 
(kasubag) terkait data yang diminta. 
Peneliti : Sebenarnya data yang dibutuhkan Cuma 2 bagian pak yaitu 
Neraca dan CaLK dari laporan barang milik negara periode 2018 
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Informan 2 : Kalau neraca kaya gini mas (sambil menunjukkan bagian neraca 
BMN kepada peneliti) laporan neraca per tanggal 31 desember 
2018. Kalau di neraca BMN barang bersejarah tidak muncul namun 
dimunculkan di lampiran (bagian belakang). Kalau CaLK barang 
bersejarah kaya gini mas (sambil menunjukkan bagian CaLK 
kepada peneliti). Saya sudah menghadap pak kasi (kasubag), beliau 
menyampaikan intinya begini, “tidak diijinkan terkait data yang 
diminta dalam bentuk apapun”. Jadi permintaan data berupa 
laporan tersebut kantor kami tidak mengijinkan karena terkait 
rahasia kantor dan pertanggungjawaban mas. Mohon maaf mas. 
Peneliti : Bapak pernah memberikan lampiran tentang barang bersejarah, 
apakah itu boleh dilampirkan ke dalam skripsi? 
Informan 2 : Kalau itu juga tidak boleh dilampirkan mas, karena istilahnya 
masih berupa konsep. Takutnya kalau dipertanyakan nanti menjadi 
data dukung yang tidak valid. Dalam artian data tersebut harus ada 
tanda tangan dan stempel, kalau misal dilampirkan dengan tanpa 
tanda tangan dan stempel nanti dikira manipulasi data mas. 
Sehingga dengan adanya tanda tangan dan stempel agar data 
tersebut bisa dipertanggungjawabkan mas. Data yang bisa 
dilampirkan berupa data wawancara saja mas, berdasarkan perintah 
dari atasan. 
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Lampiran 4 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Lampiran 5 
KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
 
 
76 
 
 
 
Lampiran 6 
CEK PLAGIASI 
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Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 03 Juli 1997 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
Agama    : ISLAM 
Alamat    : Bendo, Ngawonggo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah 
No. HP    : 085701071997 
E-mail    : mmujahidin46@gmail.com 
Riwayat Pendidikan : 
1. TK. Roudhatul Athfal    : Lulus tahun 2003 
2. MIN Batur     : Lulus tahun 2009 
3. MTS. Al-Muttaqien Pancasila Sakti  : Lulus tahun 2012 
4. MAS. Al-Muttaqien Pancasila Sakti  : Lulus tahun 2015 
5. IAIN Surakarta    : Angkatan tahun 2015 
Riwayat Organisasi 
1. Forum Mahasiswa Bidikmisi IAIN Surakarta 
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah 
 
 
